
BUPATI SUMBAWA BARAT

PROVINSI NUSATßNGGARA BARAT

PERATURAN BUPATI SUMBAWA BAnr

NOMOR ’* TAHUN 2O21

TENTANG

REMUNERASI PADA BADAN LAYANAN UM UM DAERAH

RUMAH SAKIT UMUMDAERAH ASY-SYIFA’ SUM HAWA J3Ał?A"J’

Menimbang

Mengingat

DENGAN RAHMATTUHANYANG MAI—IA USA

BUPATI SUMBAWA BAIMT,

a. bahwa untuk melaksanakan ketcntuuri Pa ura1 ЗU ayat

(1) hurufb Undarig-Undang Nomor 44 Tahun 20(19

tentang Rumah Sakit serta da lam rnngk•

meningkatkan kincrja pelayanan dan k‹iscjah tr'mon

pegawai Rumah Sakit V mhm Daerah Asy-Syifa’

Sumbawa Barat yang mcnerapkan sistem pcngr:lolaan

keuangan Badan layanan Umum claerah;

b. bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 24 ayat (1)

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomrir 79 "fiahun 2018

tentang Badan Layman Umum Daerah bahwa

Remunerasi diatur dengan Peraturan Kepala Dacrah

berdasarkan usulan pemimpin;

C. bahwa berdasarkan pertîrnbangan sebagaimana

dimaksud pada hurtif a dan huruf b, perlu

menetapkan Peraturan Bupati Tentang Remunerasi

pada Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit

Umum Daerah Asy-Syifa’ Sumbawa Barat;

1. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2003 tentang

PembentuRan Kabupaten Sumbawa Barat di Provinøi

Nusa Tenggara Barat (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2003 Nomor l4s, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4340);

2. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang

Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia

Tahun 2009 Nomor 144, TambahanL mbaran Negara

Republik Indonesia Nomor 5069};



10.

Tam bahan Lembaran Negara Republik Indonesia

Nomoi 5ó79);

G. Undanp-Undaiig Nomor 30 Tahun 2014 tentang

Administrasi Pemerintaban (Lembaran Negara

Republik Indonesia Tah en 20 14 Nomor 292,

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia

Nomor 5601);

Peraturan Pemerintah No mor 28 Tahuri 2005 tentang

Pengelolama Iíeuangan Badan Layanan Umum

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tabun 2005

Nomor 48, Tambahart Lembaran Negara Republik

Indonesia Nomor Nomor 4502) sebagaimana telah

diubab dengan Peraturan Pcmerintah Nomor 74 Tahun

20U tentang Pei'ubalian atas Peraturan Pemerintah

Nomor 23 3“ahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan

Badan La3a nau Urnum (Lenibaran Negara Republik

Indonesia Talaun 20 12 No mor 171, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340);

8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Taliun 20 19 tentang

Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42,Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);

9. Peraturan Menteri Djam Negeri Nomor 79 Tahun

2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah (Berita

Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1213).

Peraturan Meriteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun

Dipindai dengan Ca mscanner



4. Rumah Sakit Umum Daerah yang selanjutnya disingkat RSUD adalah Rumah

Sakit Umum Daerah Asy-Syifa’ Sumbawa Barat.

5. Bad an Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Daerah Asy-Syifa’

Stımbawa Barat Kabupaten Sumbawa Barat yang selanjutnya disingkat BLUD

RSUD adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah

Kabupatcn Sumbawa Barat yang dîbentuk untuk memberikan pelayanan

kesehatan kepada masyarakat berupa penyediaan bnang dan/atan jasa yang

dijual tanpa mengutamakan mencari keuntungan dan dalam melakukan

kegiatarınya didasarkan pada prinsip cfisiensi dan produktivitas.

6. Dewan Pengawasan Badan Layanan Umum Daerah Asy-Syifa’ Sumbawa Barat

yang selanjutnya disebut Dewan Pengawas adalah organ yang bertugas

melakukarı pengawasan terhadap pengelolaan Badan dayanan Umum Daerah.

7. Direktur adalah Direktur pada Rumalı Sakit Umum Daeralı Asy-Syifa’

Sumbawa Barat.

8. Pejabat Pengelola Badan Layanan Umum Rumab Sakit Umum Daerah yang

selanjutnya disebut Pejabat Perıgelola adalah pimpinan Badan dayanan

Dipindai dengan Ca mscanner
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10.Pegawai Aparatur Sipil Negara ynng selanjutnya disebut pegawai ASN adalah

pegawai negcri sipil dan pegawiii pcmerintah denganperjanjian ke a yang

diangkat oleh pe,jnbat pembina kcpegawaian dan diserahi tugas dalam suatu

jabatan pemerintnhon otnu diserahi tugas negara lainnya dan digaji

berdasarkan peraturan perundang-undangan,

11.Pegawai adalah pegewai pada Banan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit

Umum Daerah yang terdiri dari Pegnwai Negeri Sipil yang selanjutnya

disingkat PNS, Pcgawai tetap BLUD RSUD NonPNS danPegawai Tidak tetap

BLUD RSUD.

12.PNS ndalah setiap warga Negaro ftepublik Indonesia yang telah memenuhi

syarat yang ditentukan, diangkat oleh pejabat yang berwenang dan diserahi

tugas dalam suatu jabatan ncgcri atau discrahi tugas negara lainnya dan

digaji berdasarkan peraturan perundang-untlangan yang berlaku.

Pegawai tetap BLUD RSUD NonPNSyang selanjutnya disebut pegawai tetap

non PNS adalah setiap warga negara Republil‹ Indonesia yang memenuhi

persyaratan dalam sistcm rekruitmen guna melaksanakan tugas di

lingkungan BLUD RSUD dan diberikan gaji sesuai dengan peraturan

perundang-undangcln yang berlaku.

14. Pegawai Tidak Tetap BLUD RSUD yang selanjutnya disingkat PTT BLUD

RSUD adalah seorang warga negara Republik Indonesia yang bersedia

mengilxatkan diri dengan perjanjian kontrak kerja untuk jangka waktu

tertentu pada BLUD RSUD dandibei‘ikan gaji sesuai peraturan perundang-

undangan yang berlaku.

15. PTT BLUD RSUD terdiri dari: dokter mitra, dokter pengganti, dokter tamu,

dokter konsultan, dokter kontrak, dokter internuip, residen dan pegawai

lainnya.

16. Dokter mitra adalah dokter mandiri yang bukan pegawai Rumah Sakit timum

Daerah Asy-Syifa’ Sumbawa Barat yang bertugas menggantikan dokter Rumah Sakit

Umum Daerah Asy-Syifa’ Sumbawa Barat yang diperkenankan merawat atau

melakukan tindakan medis di Rumah Sakit Umum Daerah Asy-Syifa’ Sumbawa

Barat.

17. Dokter tamu adalah dokter yang bukan pegawai Rumah Sakit Umum Daerah Rumah

Sakit Umum Daerah Asy-Syifa’ Sumbawa Barat tetapi diperkenankan rnerawat atau

melakukan tindakan medis di Rumah Sakit Umum Daerah Asy-Syifa’ Sumbawa

Barat.

18. Dokter kontrak adalah dokter Rumah Sakit Umllm Daerah Asy-Syifa’

Sumbawa Barat dengan ikatan kontrak yang bertugas di Rumah saiat

Umum Daerah Asy-Syifa’ Sumbawa Barat yang diperkenankan merawat

atau melakukan tindakan medis.



29.

19.Residen adalah dokter peeerta Program

mempunyai kewenangan klinie mandiri

pengampu.

20.Perawat/setara adalah perawat, bidan, apoteker, asieten apoteker, radiogfnfDY,

analis, petugas teknis transfusi darah, fisioterapie, oJ£upasi terapis, epeecA

therapis, ortotic prostetis, nutrisionis.

21. Kelompok administrasi adalah seluruh pegawai selain pejabat struktur8l dil22

fungsional di lingkungan Rumah Sakit Umum Daerah Asy-Syifa’ SumbaWR

Barat.

22. Remunerasi adalah Pengeluaran Biaya Oleh BLUD RSUD Sebagai Imbal£to

Nasa Kepada Pegawai Dalam Bentuk Dan Jeriis Komponen Komponen

Penghargaan Dan Perlindungan.

23. Sistem Remunerasi adalah sistem yang mengatur imbalan kerja pegawai yang

diberlakukan dilingkungan Rumah Sakit Umum Daerah.

24.Gaji dasar adalah gaji minimal yang diterima Pejabat Pengelola dan Pegawai

Badan Layanan UmumDaerah.

25. Insentif adalah tambahan pendapatan berbasis kinerja bagi seluruh pegawai

yang dananya bersumber dari jasa pelayanan, farmasi dan atau dari sumber

penerimaan satt lainnya.

26. Honorarium adalah imbalan ke a yang dananya bersumber dari biaya

operasiOnal rumah sakit yang diberikan atas pekerjaan tertentu.

27. Tunjangan tetap adalah tunjangan suami/isteri, anak, kesehatan dan jabatan

yang dananya bersumber dari Pemerintah Daerah sesuai dengan peraturan

perundang-undanganyang berlaku.

28. Tunjangan lainnya adalah imbalan kerja yang dapat berupa tunjangan hart

raya, tunjangan hart tua, tunjangan kematian yang dananya bersumber dari

biaya operasional Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit UmumDaerah

sesuai dengan peraturan perundang-undanganyang berlaku.

Bonus atas prestasi adalah imbalan kerja yang diberikan kepada pegawai

yang memiliki prestasi ke a luar biasa sesuai peraturan yang berlaku yang

dananya bersumber dari biaya operasional Badan Layanan Umum Daerah

Rumah Sakit UmumDaerah.

30. Pesangon adalah imbalan yang diberikan kepada pegawai non PNS yang

memasuki masa pensiun atau yang diberhentikan dengan hormat yang

dananya bersumber dari biaya operasional Badan Layani32 Umum Daerah

Rumah Sakit Umum Daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan

yang berlaku.

Dioindai dengan CamScanner
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maea peneiun atau yang dlberhentikan dengan bormat yang

bersumber dan Pomerintah Daerah sesuai dengan peraturan perundang-,. .-r

undanganyang berlaku.
'’

f'elayanan kesehatan adalah egala kegiatan pelayanan kesehatan yang

diberikan kepada seseorang dalam rangka observasi, diagnosis, pengobatan

dan/atau rehabilitasi medis.

33.Tarif Pelayanan Kesehatan yang selanjutnyadisebut Tarif adalah imbalan 8ta«

barang dan/atau jasa yang diberikan oleh Rumah Sakit Umum Daerah

termasuk imbalan hasil yang wajar dari investasi dana, yang bertujuan untuk

menutvıp seluruh atan sebagian dari biaya per urıit layanan.

34.kasa Serana adalah imbalen yang diterima oleh Rumah Sakit Umum Daerah

Asy-Şyifa’ Sumbawa Barat atas pemakaian sarana, fasilitas, alat kesehatan,

bahan medis habis pakai, bahan non- medis habis pakai, dan bahan lainnya

yang digunakan langsung maupun taklangsung dalam rangka observasi,

diagnosis, pengobatan, dan rehabilitasi serta merupakan pendapatan

furıgsional rumah sakit.

Jasa Pelayanan adalah imbalan yang diterima oleh para pelaksana pelayanan

di rumah sakit dalam rangka memberikan pelayanan kesehatan di rumah

sakit yang terdiri dari jasa medis, jasa perawat/setara dan jasa pelayanan

administrasi.

36.Tarif perbekalan farmasi adalah tarif hargajual perbekalan farmasi dan harga

pokok pembelian.

37.Perbekalan farmasi adalah sediaan farmasi yang terdiri dari obat, bahan

obat, alat kesehatan, reagensia, radio farmasi dan gas medis.

38.Pendapatan akrual adalah pendapatan yang diakui setelah pelayanan

kesehatan dilaksanakan dan telah diverifıkasi.

Pasal2

Maksud dibentuknya Peraturan Bupati iniadalah sebagai dasar bagi Pimpinary

BLUD RSUD dalam mengatur pemberian Remunerasi kepada Pejabat

Pengelola, Dewan Pengawas, dan Pegawai.

Pasal3

Tujuan pemberian remunerasi adalah untuk me &> ankesejahteraan

pegawai dalam rangka meningkatkan kinerja pelayanan kesehatan.

Dioindai dengan CamScanner



Bagian Kesatu

Prinsip dan Jenis Remunerasi

Pasal4

(1) Pemberian remunerasi berorientasi pada prinsip:

a. ketaatan pada peraturan perundang-undangariyang berlaku;

b. efektif dan efisiensi;

c. transparan;

d. objektif dengan memperhatikan indikator-indikator yang terukur

e. bertanggung jawab dengan memperhatikan azas keadilan, kepatuhao

dan manfaat untuk masyarakat.

(2) Jenis remunerasi dapat berupa:

a.gaji;

b. tunjangan tetap;

c. honorarium;

d.insentif,

e. bonus atas prestasi;

f. pesangon dan/atau pension; dan

g.tunjangan lainnya.

Bagian Kedua

Sumber Pembiayaan

Pasal5

(1) Pembiayaan Remunerasi bersumber dari:

a. pemerintah Daerah; dan

b.biaya operasional BLUD RSUD

(2J Pembiayaan dari Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1}

huruf a bersumber dari APBD atau sumber lain sesuai peraturan

perundang-undanganyang berlaku.

(3} Biaya operasional BLUD RSUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1}huruf

b bersumber dari pendapatan akrual setelah diverihkasi.

Dioindai dengan CamScanner



(1)

{2} Remunerasi insentif paling banyak berkisar antara 3096 -5 & ( ga PUh

mbegaimana dimaksud dalam Pasal5 ayat (3).

(3J Proporsi, distrñnisi dan indeksing remune2'aSf iosentif serta besaran

remunerasi lainnya ditetapkan lebih lanjut dengan Keputusan Direktuf.

Bagian Ketiga

Dasar Penetapan Remunerasi

(1) Remunerasi bagi Pemimpin dan Pegawai BLUD RSUD ditetapkan

berdasarkan:

m proporsionalitas berdasar jumlah pendapatan, aset yang dikelola

BLLW RSUD, dan tingkat kesehatan rumah sakit;

b. kesetaraan atau perimbangan dengan industri pelayanan sejenis;

c. kepatu berdasar kemampuan pendapatan BLUD RSUD; dan

d.kane a operasional BLLW RSUD berdasarkan hasil evaluasi kinerja

BLUD RSUD danatas hasil penilaian prestasi kerja sesuai peraturan

perundang-undangan yang berlaLu dengan mempertimbangkan

indikator ke•oangan, pelax anan, mutu danmanfaat bagi masyarakat.

{2) Perhirungan remunerasi Pemimpin BLUD RSUD sebaq«aimana dimaksud

pada ayat (1) akan diatur menggunakan Keputusan Direktur RSUD Asy-

fia’ Sumbawa Barat atau pimpinan BLUD.

Pasal8

Remunerasi insentif Pejabat Pengelola dan Pegawai ditetapkan

berdasarkan metode pembagian 3P yaitu:

a pav f°r Po n fP11;

b. y /orpeJormnnce (P2);

c. pay for people(P3!

DiDindai dengan CamScanner



BAB III

PENERIMA REMUNERASI

Pasal9

Penerima Remunerasi meliputi:

1. pejabat Pengelola BLUD RSUD yang terdiri dari pemimpin BLUD RSUD,

pejabat keuangan dan pejabat teknis;

2. dewan Pengawas dan Sekretaris Dewan Pengawas; dan

3.pegawai BLUD RSUD yang terdiri dari:

a. PNS dan CPNS.

b.Pegawai tetap dan calon pegawai tetap BLUD RSUD nonPNS.

c. Pegawai tidak tetap BLUD RSUD terdiri dari dokter mitra, dokter

pengganti, dokter tamu, dokter kontrak, dokter intemsip, residen dan

pegawai lainnya yang ditetapkan oleh Direktur.

BAB IV

PENGHITUNGAN REMUNERASI

Bagiazt Kesatu

OAJI

Pasal 10

(1) Pemimpin BLUD RSUD sebagaimana dimaksud dalam pasal7 ayat (1) yang

berstatus PNS dapat rnenerima Remunerasi berupa:

a.gaji, tunjangan tetap dan tambahan penghasilan pegawai yang

bersumber dari Pemerintah Daerah sesuai dengan peraturan perundang-

undangan yang berlaku; dan

b. insentifyang bersumber dari biaya opersional BLUD RSUD.

(2} Pejabat Keuangan dan Pejabat Teknis yang berstatus PNS dapat menerizna

remunerasi berupa:

a.gaji, tunjangan tetap dan tunjangan penambahan penghasilan yang

bersumber dari Pemerintah Daerah dan atau BLUD sesuai dengan

peraturan perundang-undanganyang berlaku; dan

b. insentifyang bersumber dari biaya opersional BLUD RSUD.

(3} Besaran penerimaan Remunerasi gaji dan insentif sebagaimana dimaksud

pada ayat (1} dan ayat (2), tidak boleh melebihi perhitungan sebagaimana

dimaksud dalam Pasal7 ayat (2).

Dioindai dengan CamScanner



Pasal 11

(1) Pemimpin BLUD RSUD yang berstatus non PNS menerima RemuneraJ

berupa gaji, insentif dan tunjangan lainnya.

(2} Besaran gaji sebagaimana dimaksud pada ayat (IJ sesuai dengan ke2$<

dalam Pasal7 ayot (2).

(j)

( )

(3) Pejabat Keuangan dan Pejabat Teknis yang berstatus non PNS menerimä

Remunerasi berupa gaji, insentif dnn tunjangan lainnya.

(p)B€•s£lran gaji sebagaimana dimaksud pptJa ayat (3)paling banyak 90%

(sembilan puluhpcrsen} dari pcrhitungan gaji Pemimpin BLUD pada ayat (1}.

Besaran penerimaan gaji, ins‹•ntif d.fn tunjangan lainnya sebagaiman££

dimaksud pada ayat( 1) dam övat 3) sctara dengan bcsaran penerimaan gaji,

insentif dan tuiljangan lainnya pejabat pengelola BLUD RSUD yangberstatus

PNS.

(g) Remunerasi gaji scbagaimana dimaksud pad;q FI} at ( 1) du n ayat (2) bersumber

dari biaya operasional BLUD RSUD;

Bagi*ir1 Kt•t igri

FIO N£4 R/\RIU M

PasaI i fi

Dewan Pengaz'as dan Scl‹rct.ai‘is D‹ :iii Pe nga s as d a pat menerima

Remunerasi berupa honorariu m.

Besaran honorarium scbag‹iimana cl irri.a kstid pada ayat ( l) ditetapkan

sebagai berikut:

a. Ketua Dewan Pengasvas paling banyak 40*.‹° (empat puluh persen) dari

perhitungan gaji Pemimpin Hl.UD FtSUD sebagaimana dimaksud dalam

Pasal7 ayat (2);

b. Anggota Dewan Pengawas paling banyak 3ö% (enam puluh enam persen}

dari pcrhitungan gaji Pemimpin BLUD RSUD sebagaimana dimaksud

dalam Pasal7 ayat (2); dan

c. Sekretaris Dewan Pengawas paling banyak 15% (lima belas persen) dari

perhitungan Pemimpin BLUD RSUD sebagaimana dimaksud dalam Pasal

7 ayat (2).

(3) Sekretaris yang dimaksud pada pasal 12 ayat (2l huiMfc adalah sekretaris

yang ditunjuk dengan Keputusan Direktur dan bertempat tugas di

Sekretariat Dewan Pengawas Rumah Sakit UmtlDi Daerah Aey-Syifp'

Sumbawa Barat.
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1 1 00 cPNs seiain Pejatiat, Pengeloia BLUo esuo n•n‹iapat

berupa:

a.gaji, tunjangan tetap dan tunjangan peoambahiin penghasfl

bersumber dari Pemerintah Daerah sesuai peraturan p -

undangan yang berlaku; dan

b. insentifyang bersumber dari biaya opersional BL!UD RSUD.,

(0} Pegawai tetap dan calon pegawai tetap BLUD RSUD f2On PJ'4S mendapat

Remunerasi berupa:

a.gaji dan tunjangan lainnya yang bersumber dari 9emerintab, Daqrah.

sesuai peraturan perundang- undangan yang berlaku dsin biaya

operasional BLUD RSUD yang besarannya ditetapkan sesuai Keputusan

Direktur, dengan berpedoman pada peraturan perundang-undangan

yang berlaku; dan

b. insentifyang bersumber dari biaya opersional BLUD RSUD.

(3) PTT BLUD RSUD mendapat Remunerasi berupa:

a.gaji dan tunjangan lainnya yang bersumber dari Pemerintah Daerah

sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku dan biaya

operasional BLUD RSUD yang besaranri3a ditetapkari sesuai Kepotusan

Direktur, dengan berpedoman pada peraturan perundang-undangan

yang berlaku; dan

b. insentifyang bersumber dari biaya opersional BLUD RSUD.

(4) Pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (2} dan ayat (3} dapat menerima

tunjangan lainnya yang ditetapkan dengan Keputusan Direktur sesuai

kemampuan keuangan BLUD RSUD dan/atau peraturan perundang-

undangan yang berlaku.

(5) Dokter mitra, dokter inte p, dokter residen dan tenaga non BLUD lainnya

mendapat Remunerasi berupa honorarium yang besarannya ditetåpken oleh

Direktur.

Pasal, 14

(1) Pelakeana Keglatan Pengelolaan Keuangan/ Barang mendapat Remunerasi

berupa honorarium yang bersumber dari biäya•p•ra«i»naiBLUDgsuo.



( )

(4)

a. pengguna Anggaran/Barang;

b. kutä8a Perl$gtina Anggnrnn/Barang;

c,pejabat Penatauaahann Keuangan (PPK);

d. bcndahara Pcncrimaan;

e. bendnhora Pengelunrnn;

f. pejabat Pelaksana Teknie Kegiatan (PPTK);

g. bendahara Pengeluarnn Pembantu;

h.pembnritu Dendnhnrn Pcngclunran;

i. pejabat Pembuat Komitmen (PPKom);

j. pejabat/ Punitin Pengndann Barang/J«oai

k.unit/ Tim Pendukung Penga‹laan Barang/ Ja8b

1. penyimpan Barang;

m. pengurus Borang; dan

n.pembantu PengurusBarang.

Honorarium untuk pengelolakcuangan/barang sebagaimana dimaksud pada

Ctyat (2} dapatdibayarkan apabila tugas yang fiJ S°fl e P g IS

tambaban/diluar tugas pokok danfungsinya.

Besaran norarium sebagaimana diITlakStld pada ay££t

mempertimbangkan bemamp
jjan keuangan BLUD RSUD danditetapkan

Direktur sesuai dengan peraturan perundang-undangan
yang berlaku.

Bagian Keempat

BONUS

(1)

oleh

Pasal 15

(1) Remunerasi bonus atas prestasi dapat diberikan kepada pegawai yang

memiliki prestasi kerja luar biasa.

(2} Penetapan prestasi luar biasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan

Oleh Bupati atas usulan Direktur.

(3) USulan Direktur sebagaiman£f di=' Såld pada ayat (2) didasarkan pada hasil

penilaiH22 dari timyang dibentuk oleh Direktur.

(4) Kriteria penilaian ditetapkan oleh Direktur berdasarkan peraturanp

undangan yang berlaku.

(5) Besaronp munerasi bonus atas prestasiditetapkan oleh Direktur.

erundang-
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Bagjan Xelizaa

PGNSIvw

Pasal 16

Remunerasipension bagi pegawai yang berstatus PNS diberikan sesuai peraturan

perundanC-undangan yang berlaku.

Bagian Keenam

PESANGON

Pasal 17

(1} Bagi pegawai tetap BLUD RSUD yang berstatus non PNS dapat diberikan

Remunerasi berupa pesangon.

(2) Besaran pesangon sebagaimana dimaksud pada ayat (U ditetapkan oleh

Direktur dengan mempertimbangkan kemampuan keuangan BLUD RSUD,

masakerja dan jabatan.

BAB IV

TATA CARA PEMBAYARAN REMUNERASI

Pasal 18

(1) Remunerasi dalam bentuk gaji, dan tunjangan tetap sebagaimana dimaksud

dalam Pasal 10 dan Pasal 11 dibayar setiap bulan dan bersifat tetap.

(2) Remunerasi dalam bentuk Honorarium sebagaimana dimaksud Pasal 12

dibayar setiap bulan dan bersifat tetap.

(3) Remunerasi dalam bentuk insentif dan bonus sebagaimana dimaksud Pasal

13 dan Pasal 15 ayat (1) Dibayar secara periodik.

(4) Remunerasi dalalm bentuk pensiun atau pesangon sebagaimana dimaksud

dalam Pasal 16 dan Pasal 17 ayat (1) dibayarkan setelah masa berakhirnya

pekerjaan atau mencapai batas usia pension.

(5J Perhitungan Remunerasi diterapkan untuk penerimaaan Remunerasi yang

diberikan mulai bulan Januari 2021.
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